GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR - | TAHUN 224
TENTANG
MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - |
GUBERNUF{ KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam memngkatkan pr ofesionalisme jabatan kompetensp e

dan kinerja Pegawai Negeri Sipil, maka: perlu menyelenggamkanf:--.'.i
Manajemen Talenta Pegawai Negerl 81p11 yemg berdasarkm pada:-;_
kualifikasi, kompetensi, dan kmeija secara adﬂ da:n Wagar EeT

b. bahwa ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomcr 5 Tahun 20145;
tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 134 ayat (2} ‘huruf d o
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negerl S1p11 dan - Peraturan Mentem_'-*j_i"““‘ ':

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma& Bzrokrasi N'omor o
3 Tahun 2020 tentang Manajemen Taleﬁ‘ta Apalatur Slpl Negara, -
maka perlu diatur landasan hukumnya, = D

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagazmana dlmaksud; i
dalam huruf a dan huruf. b, perlu meneiapkan Peraturan.
Gubernur tentang Mana;emen Talenta Pegawai Negem Slpi i
Lingkungan Pernerintah Pr. ovinsio Kahmantan Barat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Und&1’1g Dasar E@egara Repubﬁk_-‘_ ;
Indonesia Tahun 1945; ' Py

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukanff;_”_
Daerah-daerah Otonom vam& Kahmantr—m Bara‘t Kahmantan;;

[l
.

Mengingat

Indonesia ’I‘ahun 1956 Nomor 65, Tambaha,n Lembaran Negara"':.-__
Republik Indonesia Nomor 1106); R

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemhen'tukaﬁ@{';"-i--_.._.

Peraturan Perundang Uﬂdangan (Lembaran Negara Repubhkf o

Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaraﬂ Negara
Republik Indonesia Nomor 5‘234) Sebagazmana telah d:uibah:
dengan Undang—Undang Nomcr 15 Tahun 2019 teﬂt
perubzahan atas Undaﬁg-Uﬂdang Nomor 12 Tahun "7’011 tent&m
Pembentukan - Peraturan Pemndang—Undangan (Lembara
Negara Repu‘bhk Indonesia Tahun 20 IQ Nomor 183 Tambahan_
Lembaran Negara Repubhk Indonesza Ncmor 6398), ' :

g.
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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG E
MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam menmgkatkan pr Ofesmnallsme Jahaian kompetensy;
dan kinerja Pegawai Negeri S1pﬂ maka periu menyelenggamkanf_-_; S
Manajemen Talenta Pegawai Negeri. S1p11 yang: berdasarkan pada‘f i
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara: adll dan Wajar S

b. bahwa ketentuan Pasal 51 Undang—Undang Nemor 5 Tahun 2014 e
tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 134 ayat (2) huruf dff}?._ .
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang S
Manajemen Pegawai Negeri 81p11 dan Peraturan Menterrﬁf; .
Pendayagunaan Aparatur Negara dan’ Reformam Birckrasi Nomor =
3 Tahun 2020 tentang Marlagemen Talenta Apamtur S1p11 Nega;ra o
maka perlu diatur landasan hukumnya, R G

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmama dlmak_sud'_" '
dalam huruf a dano huruf b, perlu. mene‘tapkan Peratuzan'-_'_-f:31:--_'_
Gubernur tentang Mana_}emen Taienta Peg&waj. Negem Slpﬂ d.z_f S
Lingkungan Pemenntah Provinsio Kahmantan Barai i _': ok

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat - (6) Undang—Undang Dasai Negara Repubhk"_-_ﬁ'ff
Indonesia Tahun 1945; REERREOE . L ':

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembenmkan'_fL;f‘*_.____:_
Daerah-daerah Otonom Provinsi Kahmantan Barat Kalimantan =
Selatan dan Kalimantan Timur . (Lem‘bal*an N@gara Repubhk'_f "
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Ta.mbahan Lembaran Negma'l_fi
Republik Indonesia Nomor 1106); ' g

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teni:aﬁg Pembentukan’_.'._'j.':-j.j" -
Peraturan Perundang Undangan {Lembaran Negara Republil - = -
Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negaraf-_.‘?';_".::"
Republik Indonesia Nomor 5234)- sebaga;mana teiah dmbah:jf : .::'
dengan Undang-Undang Nomor 15 ‘Tahun ’3019 tentang o
perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ’zemang_-'
Pembentukan Peraturan Perundazzg-«t?ndang&n (Le}rrﬂ:»ara;,af-''i o
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor 6398) L
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S1p11"
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor -~ 2
6, Tambahan Lembaran Negara Republik: Incionesza Nomor 5494«) e .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaﬁg Pemeﬂn‘tah&m'_j s
Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia. Tahun 2014 Nomor. - o

244, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesm Nomor 5587) -

sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan teralkhir dengari}_f:r.'_f:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C;.pta hezjaf; i
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Namar 245 ;'_';

Tambahan Lembazan Negara R&publﬂ{ Indonesza Nomor 6573}

Peraturan Pemerintah Nomor | “Tahun 2017 - Tentangf}
Manajemen Pegawai Negeri Sipil- (Lembaran Negara Repubhk*
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lemba:zan Neg&raf?,_;_'-_ e
Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagalmana teiah “diubah’
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 ‘Tahun 2020 T‘en‘tancrf Sl
Perubahan Atas Peraturan Pemerimah Nomm 11 Tahun 2017
Tentang Manajémen Pegawal Negem Slpzl {Lembarem Negam:_'
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 68 Tambahan L@mbalaﬂ{% i

Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun :20 19 tentamg P’enziaxamf_
Kinerja Pegawai Negeri -Sipil (Lembaran - ‘Negara Repubh&::;_'
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tamhahan Lem‘baran Negam;; s

Republik Indonesia Nomor 6340)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2()115"}. ﬂtz—:mcf
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara. Repubhl{?f':';_i}3.-‘-.:'2'_
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagajmana telah: diubah, =

dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 .

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeiz Namc}rﬁ;'f: i .
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk. Hukum' Daorahft:_z_:_'*'_f

{Berita Negara Republik Indonesia’ Tahum 2{’)18 Nomor 15? )

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaia ci*m it
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar?"'_-Z-;_"_-: S
Kompetensi Jabatan Aparatur “Sipil - Negaia (Bemta Negm‘a--'

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor- 1907)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Negara: _._.'dan:'%
Reformasi Blmkram Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manage enf_:_j"_'

Tahun 2020 Nomor 28);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukarz*f_f-_§."-_"_'
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat =
(Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Bafat Tahun 2016 Nemcr'--- S _
8, Tambahan Lembaran Daerah vamsz Kahmanian Barat
Nomor 6} sebagmmana telah: dmbah beberapa kall c'Ean temkhn"' SO i

dengan Peraturan Daerah. Nomor 5" ’I‘ahun 2(}21 ten‘i‘.ang_;'_
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Namor 8 Tahun__fz_mﬁf;_
tentang Pembentukan dan Susunan Pemngkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat (Lembaran Daerah’ Provinsi Kahmantaﬁ :-B'aré‘t:{;' e
Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Prevn'}%lf"-- S

Kalimantan Barat Nomor 5}
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12. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahu.n 202 1 tentang Keduc’iukan,:f SEE
Susunan Orgamsasz, Tugas dan Fungsi Serta ’I‘ata Ke:{ja Badan:. SRR
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan . Ba:fat (Bez:ita Daerah' It
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomer 136) L

MEMUTUSI{AN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN ’I‘ALENTA 'f _:-f
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN. PEME}RENTAH PROVINSI _i ShE
KALIMANTAN BARAT, 4

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Daerah Provinsi I{ahmantan Bal at
Gubernur adalah Gubemur Kal;ma,ntaﬂ Barai: |

Pemerintah  Daerah  adalah Gubemur Sebagal masur;i_”t-'" Sl
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memlmpm_s Sy
pelaksanaan urusan pemermta,han 3ang menjadi kewenanganj:.:_-_'--'-'.;_
daerah Provinsi Kallmaﬂtan Barat. SR

Perangkat Daerah yang selanjutnya chsmgkat PD adalah unsurf-‘ ! e
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakﬁaﬁ Rakyat Dael ah. dalam
penyeleng garaan v urusan Pemerintahan yang merg ad1 kewemangan?
Daerah. i i

Pejabat Pembina Kepegawaian- yang selanjumya dlsmgkat PPK
adalah Gubernur. R ST DR H SRR SR | Rt
Badan Kepegawaian Daerah yang seianjutnya dzsmgkat BKD
adalah Perangkat Daerah yang menyeienggarakan urusan_}-;_-:.-f L
pemerintahan di blda.l’ig le:epeaawa:lan ciaerah S R

Kepala Badan Kepegawamn Daerah’ yang selan;u‘tnya dxsmg__ _-at.:{_!:-f_ e
Kepala BKD adalah Kepala Badan: Kepegawalan }Daerah Provms;.
Kalimantan Barat.

Badan Pengembangan Sumber: Daya Manusza yang seiamutnya' :
disingkat BPSDM  adalah Perangka‘t “Daeragh - yang - e
menyelenggarakan’  urusan pemermtahan _;_d b1damg_}_"_- =
pengembangan sumberdaya manusia. B 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Seian‘]umya:.;_-. :
disingkat BAPPEDA  adalah Perangkat " Daerah - yaﬂg._;_f"._
menyeleng garakan urusan pemermtahan dl bldang perencamaan};' i
pembangunan daérah. - e . B

Badan Keuangan dan Aset Da&rah yang selamumya dlsmgkat
BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggalakan urusan“'_"_}_' e
pemerintahan di bldang Keuaﬂ@fan e:iem Asei: Daerah T

1
Hoooo
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11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

" 4‘ N B : . - .
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat '?N:S'-é._d'ala.h"PNIS o
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. ' o

Sisten Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN y&mgf-
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. secaia adil -

dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang pohtﬂ{ Tas, o
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status permkahan L

umur, serta kondisi kecacatan.

Talenta adalah Pegawai Negari Sipil yang memenuhz Syarat L

tertenitu untuk masuk ke dalam kelompok rencana sukses1

-Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkain fungm tugas
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suam:_i'- B

satuan organisasi Perangkat Daerah.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selangumya dzsmgkat JPT adalah
sekelompok J abatan tinggi pada instansi pememntah ' '

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Neaen Sipﬂ yang:'_-.- o

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya dzsmgkat JA adalah:- -

sekelompolk Jabatan yang berisi fungsi dan- tugas berkaztaﬂ-:-:’;:}f
dengan pelayanan publik serta administrasi pemermtahan dem )

pembangunan.

Pejabat Administrator adalah Pegawai - Negerl Siip.ii-__ ya:ag i

menduduki Jabatan Administrator.

Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Szpﬂ yang menduduki_;;i . -

Jabatan Pengawas.

Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Negeri Szpﬁ yang mﬁndudum

Jabatan Pelaksana.

.Jabatan Fungsional yang selaﬂgumya dlgmgkat JF adalah:...:'."___' ose
sekelompok Jabatan yang berisi fungsz dan : t‘ugas belkai‘tan_*'_;_f
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada k'eahhan_' ::f- S

dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negem 813311 yang mendudukz .:-'; -

Jabatan Fungsional.

Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil- Pemerzntah Provmsz*f-
Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat Mana;emen Talerita j:_: d fie
Daerah adalah sistem manajemen taleiita Pemerintah vamsx:}:}_:'ﬁ S
Kalimantan Barat yang meliputi tahapan al{ulslsl pengembangan, i R
retensi dan penempatan talenta yang dipracxmtaskan untukf["i__'
menduduki jabatan target berdasarkan tmgka‘::an potensmi dan.:ff
kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dﬁaksanakan SEE _': 2
secara efektif dan berkelanjutan untuk memennhz kebutuhan d;f:" E R
lingkungan Pemerintah Provinsi Kahmantan Bar at maupun I .

Instansi Pusat.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34
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Kotak Manajemen Talenta adalah bagan ya_n_'g ’Eerdiridau g
(Sembilan) kategori yang menunjukkan . sekumpulan PNS
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan tmgka’can'--;_ Lo

potensial dan kinerja.

Jabatan Kritikal -adalah jabatan pimpin ot : .tiﬁggi,'-. :jabafaﬁ."

administrasi, dan jabatan fungsional yang :dipe&"mkér; dalam = -

mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan ’éia.e’rah' "

Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tlnggl dan Jaba.tan: - .-

administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang atau al«:an 10“W01‘1"’3‘ : :

atau jabatan kritikal yang akan diisi oleh taleﬂta

Suksesor adalah talenta yang dicalonkan menjadz penggan u::_::;-_ If
pejabat yang menduduki jabatan target saat ini dan dlSlapkan{'_"_ SR
untuk menduduki jabatan target di imgkunga"ﬁ Pemermtah:-j_ﬂ_i

Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Suksesi adalah perencanaan mstemahs melalwf- s

pemetaan suksesor yang dlproyeksﬂqan dalam Jabatan ta:t wet

adalah kelompok talenta yang berasal darz kotak 9 (Semb:ian) 8:'_ F
{delapan), dan 7 (ttguh) yvang disiapkan um‘tuk: merzduduiﬂ Jabaian e s

target di 1111g1<:ungan Pemerintah Provinsi: Kahmantan Bara’c

Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkaﬂ ‘ﬁaienta yang' _':5_ : :
dilaksanakan melalui tahapan analisis jabatan kmukal anah&s-}li_ Bt
kebutuhan talenta, penerapan strategz aku131s1 1dent1§1ka&1
penilaian dan pemetaan talenta, penetapan keiompok 1encama:-{]_i- i
suksesi serta pencarian talenta melalui mekanisme miutasi amar_'f S
instansi dan pertukaran pegawai melalui. mekamsme penugasan e

khusus.

Pengembangan Talenta adalah strategi pengembang&n kaner dan_f"ﬂ _.
kompetensi talenta melalui ASN corpomte unwerszty, sekolah-_'_f_ o e
kader, tugas belajar dan bentuk pengembmlgan kompetenm S

lainnya.

Retensi talenta adalah strategi mempertahankan taienta melalul e |
pemantauan, penghargaan, dan manajerien sukse31 untukf_
menjaga dan mengembangkan kompetensi dafa kmerja talenta. :ﬁ_'f.'

agar siap dalam penempatan jabatan.

Penempatan talenta adalah strategi penempa‘t{aﬂ talenta yang

tepat pada jabatan target yang i:epat di waktu: yang tepat

. Potensial adalah kepemilikan potenSl/ kemampuan terpendamsf_"'_- i
(underlying capabzlzﬁes) yang - memungkmkan talen‘ta untuki_i-. g :'f
mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang d1per1ukan:_} ik el
dalam jabatan target yang diperkirakan dapat. dzperankan meleﬂm e

assessment center, uji kompetensi, rekam gejak 3abatar1 dan:__f-' |
pertimbangan lain sesuai ketentuan. -
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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Kompetensi adalah kemampuan dan kaz‘akteustﬂi ker_;a yang

dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampﬂan dan '.

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

jabatannya sehingga dapat meiaksanakan tugasnya Seca.la”'_:f-:-: -

profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, - l{eterampﬂan, Sdan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan’ dlkembangkan'f_}_'_-.f 3

yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis J abatan termasuk dii_;'
dalamnya Kompetensi Pemerintahan. - ' '

Kompetensi Manajerial adalah pengeiahu&m I{eterampﬂan dan'_._". S

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dlkembangkan untuk |
memimpin dan/ atau mengelola unit organlsa81 ' '

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuaﬂ keterampﬂan o
dan sikap/perilaku yang dapa‘t diamatl - diukur; daﬁn S
dikembangkan terkait dengan pengalaman bermterak& dengan SR :
masyarakat majemuk dalam hal agama, suk:u dan budava,-'__;:_zif E
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, miaz 11118.1 moral emosi darz
prinsip, yang harus dipenuhi oleh se’aap pemeganv J abatan unmk_h-'_-. i S
memperoleh hasil kerja sesuai dengars. per. an fungm dan Jabatan '_:_i_

Standar Kompetensi Jabatan Pegawai : Negen Slpﬂ yanoﬁ
selanjutnya disebuit Standar Kompetensi Jabatar adalah deskripsi S
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang: ézperlukan seorangg*“':_ T i

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas Jabatan

Uji Kompetensi adalah pengukuran dan pemlazan kempetengz_f_:_”ff
teknis, manajerial, dan sosial kuiiturai Aparatur Szpﬂ Negara-g.'_j.'_ REE

dalam melaksanakan tugas dan fungsi jaba"tannya

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapm oieh setlap Pegawal Negem:'_i;"}f g

Sipil pada organisasi/unit.

Penilaian Kinerja adalah penflaian terhadap kinerja. yang
merupakan penggabungan nilai Sasaran Kmerja Pegawaa dan mla; S

Perilaku Kerja sesusa Peraturan Perundang—undangan

Sistem Informasi ‘PNS adalah- rangkalan mformam dan data_"_f‘:f:,' i i
mengenai Pegawai Negeri Sipil yang disusun secara &stematls SRR

menyeluruh dan terintegrasi dan berbams teknologl

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan matuk

a. menemukan dan memperszapkan' PNS terbzuk untuk-' s
menduduki jabatan target se‘tmgkat lebzh tinggl dan pem3mpm fAE
inisiatif dalam ' organisasi sesuai 1'111&1 budaya 1{8133 guna'
mengoptimalkan capaian tujuan - strategis daezah dah{_'.fi' e

peningkatan kualitas pelayanan pubhk dan o

b. membangun iklim kompetisi positif dan transpamns; dmntaraﬁ L

PNS unmk membenkan yang terbalk

TARD PERANGRAT DAZRAS : { IOty R L
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{2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: _ o R
a. meningkatkan capaian tujuan stratégis "Idaerah “dan -
peningkatan kualitas pelayanan publik; e

b. menemukan dan mempersiapkan t{alenta: teibazk untuk S
mengisi jabatan pada Pemerintah Daerah,_ o

¢. mendorong peningkatan profesmnalzsme Jabatan, _kempetensi e

dan kinerja talenta, serta memberikan kejeiasan dan kepastiaﬁ ;_ :  ;_ o .
karier talenta dalam rangka akselerasi: pengembangan km‘:ier E'_-Z_-;; '

vang berkesinambungan;

d. mewujudkan rencana suksesi yang obgekt;f ‘i,erencana,-'_':_-.' :
transparan, tepat waktu, dan  akuntabel- sehingga dapat_._s S '  ;
memperkuat dan mengakselerasi penerapan szstem merit

sesuai ketentuan perundang-undangamn;

e. menyeimbangkan antara pengembangan kmzei PNS dengan .:' -
kebutuhan Pemerintah Daerah; dan = L

f. mewujudkan visi dan misi Gubernur.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: R
a. kelembagaan manajemen talenta PNS;
b. penyelenggaraan manajemen talenta PNS;
c. sistern informasi manajemen talenta PNS; dan -
d. pendanaan manajemen talenta PNS.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah tezselengg;zar:-my*a:'-_::_i S
pengembangan karier PNS di Daerah yang dﬂaksaﬂal{an dengan . -
berdasarkan tingkat potensial dan _kinerja  tertinggi melalui
mekanisme tertentu yang dﬁaksanakan secara efek‘tlf dan_’f;

berkelanjutan.
BAB If O
KELEMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA PNS
- Pasal 5

(1) Kelembagaan Maﬂajemen Talenta PNS tizbentuk dan dztetapkan' ::__'-': -

oleh PPK yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.-

(2) Kelembagaan manajemen talenta sebagaimana dunakgud pada aya‘i:- . o
(1) dalam bentuk Tim Manajemen Talenta PNS Daelah yang terdm_--fz-_-- Celi

dari unsur;

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten yang membidangi unsur kepeﬁawaian-:_:. L
c. BAPPEDA;
d. Inspektorat;
e. BKD;
f. BPSDM; dan
g. Biro Organisasi Setda. | N
| ool | ot s | e
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(3} Dalam penyelenggaraan manajemen talenta sebagalmana d1maksud_'_g_-:: L o
pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Manajemen Talenta dzbantu oieh
a. Agen Pengembangan Manajemen Talenta PNS Daemh :
b. Tim Pengembangan Manajemen Talenta PNS' Daerah dan
c. Tim Sistemn Informasi Data Kepegawaian Manajemen Taienta SRR R
(4) Agen Pengembangan Manajemen Talenta PNS Daerah- sebagaimanalf SHE
dimalksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari unsur kepegawazan dan'_{ o
pengembangan kompetensi. : y L
(5) Tim Pengembangan Manajemen Talenta PNS Daefah sebagalmana e
dimaksud ayat (3) huruf b, terdiri dari unsur- kepegawazaﬁ SR
keuangan dan perencanaan. RN RS BRI
(6) Tim Sistem Informasi Data Kepegawaian Managemen Talentaf_" EERS S
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, te1d1r1 dar1 unsuljf_' LR
kepegawaian yang membzdang sistem 11‘1formas:¢ - ks P o
(7) Agen Manajemen Talenta PNS Daerah, Tlm Pengembangan-ff e
Manajemen Talenta PNS Daerah, dan Tim sttem Informasi Da‘i:a-‘-._ff;f St
Kepegawaian Manajemen Talerita sebagaimana dimaksud ayat (3}
huruf a, huruf b dan huruf ¢ dibentuk oleh Sekretarzs Daerah

. BAB 111

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA PNS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS mehputl I
a. akuisisi talenta; I S
pengembangan talenta;

retensi talenta;

penempatan talenta; dan

pemantauan dan evaluasi.

NN

Pasal 7

Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS sebagazmana dlmaksud?fs_:i_: T
dalam Pasal 6 didukung infrastruktur yang ‘terdm dari:. S B
a. peta jabatan yang sedang dan/atau akan Iowozlg serta Jabatan'f_"_
kritikal; : L '
b. profil talenta; o . SRR o
c. standar metode dan penilaian dalam metode assessment centerdan o)
uji kompetensi yang ditetapkan secara nasmnal o (RS o
d. standar kompetensi jabatan = sesuai ke‘tentuan ..j : péi“étigtfetﬁ R
perundang-undangann; | el

e. standar penilaian kinerja riil;

f. tim manajemen talenta PNS Daerah;

g. program pengembangan talenta; |

h. sistem informasi managemen talenta PNS; dan .
i. pendanaan. |

BARD
ﬁm
o
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Bagian Kedua
Akuisisi Talenta
Pasal 8

Akuisisi talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
meliputi tahapan sebagai berikut:

identifikasi dan penetapan jabatan kritikal;

analisis kebutuhan talenta;

penerapan strategi akuisisi;

identifikasi, penilian dan pemetaan talenta;

penetapan kelompok rencana suksesi; dan

pencarian talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar PD dan
rencana penempatan talenta melalui penugasan atau penugasan
khusus.

e R T

Paragraf 1
identifikasi dan Penetapan Jabatan Kritikal
- Pasal 9
(1) Identifikasi dan penetapan jabatan kritikal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a untuk penempatan talenta.,

(2) Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan -

jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertenta. =

(3) Karakteristik jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2} terdiri dari: :

a. strategis dan berkaitan langsung dengan strategi orgamsasﬂ
serta perkembangan lingkungan;

memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business;
membutuhkan kinerja yang tinggi;
memberi peluang pembelajaran yang tinggi;

mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan
pelayanan publik; dan

o o0 o

f. sesuai kebutuhan prioritas daerah.

(4) Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dmapkan ;

oleh Tim Manajemen Talenta Daerah dan ditetapkan dengan .

Keputusan Gubernur.

(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Paragraf 2
Analisis Kebutuhan Talenta
Pasal 10
(1) Analisis kebutuhan talenta didasarkan pada rencana pembangunan -

jangka menengah dan jangka panjang Daerah yang terjabar dalam _
visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi. :

(2) Setiap PD menyusun analisis kebutuhan talenta -_;sebagaimma--_ |

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi, serta
Jjabatan kritikal.

HARD PERABGHAT DARRAN e
e PRMESHARSA ASISTENT | GEHDA
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(3) Tim Manajemen Talenta PNS Daerah menyusun a_nahsis kebutuhaﬂ'_.} RHESEE S
talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 3abatan L 3
kritikal yang ditetapkan dengan mengacu pada pnentas R P
pembangunan Daerah. . . o

Paragraf 3
Penetapan Strategi Akuisisi
‘Pasal 11

(1) Berdasarkan analisis kebutuhan talenta, setzap PD menyusun
strategi akuisisi talenta dengan menentukan seiumh/ sebagzan"*-* B
pilihan sebagai berikut: L -

a. membangun talenta internal pemermtah daerah

b. merekrut talenta baru {calon PNS); L e e

c. mutasi dan/atau promosi - tai{enta aniar -'i_né_téi_nsi' Cdilvar
pemerintah daerah; dan ST e

d. penugasan atau penugasan khusus. ’Laienta . e : EE

(2) PD menetapkan strategi akuisi talenta Sebagalmana dnnaksud "pada: iR
ayat (1) sebagai dasar dalam 1dent1fzkas;, pemlazan dan pemetaan'._ S
talenta di Imgkungan PDniya. : :

(3) Tim Manjemen Talenta PNS Daerah menetapka,n strateg; akuzmsz i i S
talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagm dasa"f c‘iahm_ SR
identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta ' ' B

Paragraf 4 o |
Identifikasi, Penilajan dan Pemetaan Talenta =~~~
Pasal 12

Kandidat talenta berasal dari PNS Daéra}i:, 'i:ermasukcaionPNS . gr

Pasal 13

(1) Terhadap kandidat talenta sebaga:tmana damaksud dala:m Pasal 12 ' :
dilakukan identifikasi, dan pemeta'm talenta melalui R
a. Pemeringkatan kinerja dalam kategori status s R
1} di atas ekspektasi; PR
2} sesuai ekspektasi; dan
3) di bawah ekspektasi. : . S e
b. Penentuan tingkatan potensial d;alam kategorz tmggl, menez:lgah L
dan rendah melalui. assessment cenier, U.jl kompeten31 rekam_ g
jejak jabatan; dan Jatau o S

c. Pertimbangan Iam sesuai kebutuhan msta,nsz o - S
(2) Identifikasi, pemetaan dan pemla},an “taienta_ sebagaamana_:.'_'_;f: Lo
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melaiul 'metode pengujlan s
pengukuran dan/atau pemermgkatan yang ter dm dar1 G B R
a. Hasil penilian kinierja selama melaksanakan tugas; Jabatan yang"’-':" B
terdistribusi dalam unit dan/atau instansi. . o ST

b. Assessment centeruntuk meﬂgukm atau mem}m potensz taientag_f : :
yang meliputi: R R R
1) kemampuan intelektual;

2) kema muaﬂintemwsﬁnai’: S

Rano PERANGHAT DABRAR -
mnq’wz P«m%mmgﬁ
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3) kesadaran d111(selfawamess) L el
4) kemampuan berpikir strategis daﬁ 1{11?11{&11 (crifical- .'an'df B

strategic thinking); R
5) kemampuan  menyelesaikan - permasalaham (problem”;_.“_._?-: '
solving); ' i

6) kecerdasan emosional (emoﬁonal quotzenf) _ o S
7) kemampuan belajar cepat dan mengembangkan dm (gmwth_f'_' R e
mindset); . . S
8) motivasi dan komitmen 'talenta; =
c. Uji kompetensi yang mencakup: -
1) pengukuran ':Kompetens:i Teknis:
2) kompetensi Manajerial; dan e
3) kompetensi Sosial kultural, yang dﬂakukan oieh assessorf:f S
secara objektif dalam rangka pemetaan talenta T
d. Rekam jejak jabatan, antara lain: '
1) aspek pendidikan formal;
2) pendidikan dan pelatihan;
3) pengalaman dalam jabatan; dan :
4) integritas dan moralitas.
e. Pertimbangan lain yang terdiri dam 3
1} kualifikasi pendldzkan sesual rnmpun 3abatan
2} preferensi karier; dan RN L
3) pengalaman kepemlmpman orgamfsa&

Pasal 14

(1) Pemetaan talenta dilakukan terhad_ap seiul uh PNS sebagmmaﬂa{_ﬂj_-, e
dimaksud dalam Pasal 13 pada tiap level gabatan, yakm jabatan
pimpinan tinggi, jabatan admlmstrato:t Jabatan pengawas gaba
fungsional dan jabatan pelaksana. - L :

(2) Pemetaan talenta dilakukan -oleh Tlm Manajemeﬁ Talenta PNS..;}:Z’ P
Daerah melalui penghimpunan talem:a yang: menempati- kotak 9 B
{(sembilan) meliputi- aspek potensial dan’ kmer}a sebagmmmaf;j’ﬁ e
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan baglan 'i:xc‘{ak
terpisahkan dari Pelaturan Gubernur i 1111 e : :

Pasal 15

Talenta yang telah dipetakan sebagmmana dlmaksud dalam Pasa.l m:‘;.;_".__:; o

dilakukan tindakan berupa: S S &

a. pengembangan talenta dan retensi taienta, dan/ a.tau S

b. penempatan talenta yang termasuk daiam kotak 9 (sembﬂan)
dan/atau kelompok rencana suksesi, L o

.Paragraf 5 -
Penetapan Kelompok Rencana Suksesi -~ -
Pasal 16 '

(1} Pemetaan talenta dikelompokan '&alam._ 9 {sembﬂan) ko‘éak;-_.::_
manajemen talernta ‘untuk menentukan taleﬂta yanﬁ masuk ke'f"{ ot

......

HARD PWGMT DARRAE -
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(2) Pemetaan talenta dan rekomendasi tmdak Ianjut Sebagalmana_ o
tercantum dalam Lampiran I yang mempakan bagian tidak n
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Talenta dapat dikeluarkan dari kelompok rencana sukse31 apabﬁa

a. mengundurkan diri sebagai talenta; S |
dijatuhi hultuman disiplin tingkat sedang dan bera‘t
mengajukan mutasi;
diberhentikan sementara sebagai PNS; _ i
sakit yang menyebabkan tidak mampu melaksanakan’ pekerjaan' |

° oo T

vang dibuktikan dengan rekomendasi tim kesehatan pememn‘s&h o

b

cuti di Luar Tanggungan Negara; B
g. tugas belajar yang dilaksanakan di luar daerahi.

Pasal 17

(1) Tim Manajemen Talenta Daerah mememmasﬂqan “talenta yemo' iy
masuk dalam kelompok rencana suksesi daerah untuk mengisi -

jabatan kritikal atau jabatan yang sedang/ akem lowong sesueuf

kebutuhan.

(2) Tim Manajemen Talenta menetapkan I{elompok 1*encar1a suksegi'_-':._i
Daerah berdasarkan nominasi sebagaimana d:tmaksud pada ayat (L3R

dan dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 6
Pencarian dan Penempatan Talenta
Pasal 18

Dalam hal dibutuhkan talenta dalam waktu cepa‘t daﬂ/a’tau B I
dibutuhkan talenta dengan keahlian/kompetensi  tertentu, dapat =
dilakukan pencarian talenta yang ditindaklanjuti melaiua mekamsmef**- EE
mutasi/rotasi antar instansi atau pehempatan ‘talenta meialm;i"'; SR A

mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Bagian Ketiga
Pengembangan Talenta
Pasal 19 _
(1) Program pengembangau talenta dﬂaksanakaﬁ melalm R
a. akselerasi karier; : '

b. pengembangan kompetensi; dan
c. peningkatan kualifikasi.

(2) Akselerasi karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _lﬁtti“u:f'::'a_,.;: ey

dilaksanakan melalui sekolah kader.

(3) Program pengembangan talenta sebagaimana dlmaksud pada ayat_f' B i

{1) huruf b dilaksanakan melalui:

a. pengembangan kompetensi dengan me‘tode’_' 'k_lasik&il._'-'_dahj

nonklasikal; et
b. pembelajaran di dalam dan di luar kantor; dan
c. bentuk pengembangan kompetensi lainnya. =

(4) Pengembangan kompetensi talenta sebagalmana dlmaksud pada' S

ayat (3] humfadanbhumfb dﬂakqanakan Oieh PSDM

KARD immmmmw DARRAI o il
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(5) Peningkatan kualifikasi talenta sebag&zmana dlmaksud pada aya'{t_:'.“,_ .

(1) huruf ¢ dilaksanakan melalui tugas belajar. |

(6) Prioritas akselerasi karier, pengembangan - koxéipe{ens;i dari

peningkatan kualifikasi berdasarkan permgkat yang dlmulal dari_-_ '

urutan tertinggi pada kotak manajemen talenta.

Bagian Keempat
Retensi Talenta
Pasal 20

(1) Retensi talenta (talent retention) bertujuan untuk memper‘tahankaﬁ i
posisi talenta dalarmn kelompok rencana suksesx sebaga1 suksesorﬁ_ L

yang akan menduduki jabatan target.

(2) Retensi talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ﬁ_dﬂaksaii'aléahf'-__ (e

melalui :

a. rencana suksesi;

rotasi jabatan;

pengayaan jabatan {job enrichment);
perluasan jabatan (job enlargement); dan

o a0 o

penghargaan.

Paragraf 1
Rencana Suksesi
Pasal 21

(1) Rencana suksesi (succession plan) memuat
a. nama-nama suksesor dalam kelompok rencana SU.kSFiSI
b. urutan penempatan suksesor dalam jabatan taz‘get dm
c. proyeksi penempatan (posisi dan Waktu) :

(2) Rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada aya't { 1) dzsusun_- S
berdasarkan hasil pemetaan  talenta dengan: memperhatzkanfﬂ;}'_r
jabatan target dan informasi lowongan jabatan di seiuruh Instansi
dalam Sistem Informasi PNS dan Sistem Informasi Manajemenjﬁfﬁ---;-::*_._';}--__::

Karier yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawalan Negara

(3) PPK menetapkan rencana suksesi di 1mgkur1ga:n Pemenntah Daerah_fn-_ )

berdasarkan kelompok rencana suksesi daerah.

Paragraf 2
Penghargaan
Pasal 22

(1) PNS yang masuk ke dalam kelompok rencana suksem dlbemkaﬁ-_ "f.' :

penghargaan.

(2) Penghargaan talenta sebagaimana cizmaksud pada ayat [1) L

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

ARG PERANGEAT DARRAK
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Bagian Kelima
Penempatan Talenta
Pasal 23

(1) Penempatan talenta dilaksanakan berdasarkan rencana sukseési S
dengan mengacu pada perumpunan berdasarkan kebutuhan: PR
strategis PD dan/atau arah pembaﬂgunan pmontas jangka_ﬁ- B

menengah dan jangka panjang Daerah.

(2) Penempatan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat';' 3o

dilakukan pada lintas PD, sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

(3} Talenta yang termasuk dalam kotak 9 (sembﬁan) dapat dztempaﬂ{an . e _' |

secara langsung pada jabatan target.

(4} Penempatan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat 1y _:. i

ditetapkan oleh PPK berdasarkan rencana sukses1

' Pasal 24

Manajemen Talenta PNS Daerah merupakan bagian darl Ma:na}emen :_*- 5 :
Karier PNS yang dilaksanakan melalui mutasi atau prom051 dalam

jabatan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 25

(1) Pemantauan talenta (talent monitoﬁﬁg) diiai{ukéﬁ padatahap

pengembangan, retensi dan penempatan.

(2} Suksesor yang telah ditempatkan pada 3abata31 kx mkal dﬂa}{ukaﬂ:i_'_ %
monitoring dan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun untuk dﬂakukan L

penempatan kembali dalam jabatan.

(3) Penempatan kembali dalam jabatan. dapat berupa promosx a‘cau'i}f-i,;._'_f-s
penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil. evaluasr-' o

dan kebutuhan pengisian jabatan kuukal seian;umya -

‘Pasal 26

(1) Pemantauan dan evaluasi penyeienggaraan manajemem talenta._,. ;.: _;

instansi dilaksanakan secara periodik oleh PPK

(2) Pemantauan dan evaluasi penyalenggaraaﬂ managemen talenta PNS}?_ it |
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhlr;_.i_’ RSt
tahun anggaran oleh Tim Managemen Talenta PNS dan dzlaperka:n L

kepada PPK melalui Kepala BKD.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTAPNS .~~~ =

 Pasal 27

(1) Pemerintah  Daerah  menyelenggarakan - szstem . mfm masi_';“--_'l_'}
Manajemen Talenta PNS yang term‘tegrasz S@caza nas:tonal dengan;:_; Al

Sistem Informasi PNS Nasional.

ZARC PERANGHAT DARRAT -
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Diundangkan di Pontianak

pada tanggal
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(2) Sistemn Informasi manajemen talenta PNS sebagaimana .dimal;Sﬁéi
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Sistem Informasi Data
Kepegawaian Manajemen Talenta.

BABYV
PENDANAAN
Pasgal 28

Pendanaan yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan
Gubernur ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai k@iemu&m'
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di_undangkai‘z; -

Agar setiap orang mengetahmnya memerintahkan perxgundaag&mf 3
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah -
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak _
3 i e 5 P TR ;‘f':j, IR
pada tanggal 4 (eiAumsy Lae 2R

wGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,| =

SUTARMIDJI
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SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR |




LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

NOMOR

TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PI"‘MI“RINTAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DI ATAS
EKSPEKTASI

DI BAWAH
EKSPERTASL
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KOTAK MANAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX)

Kinerja di atas
ckspelkiasi dan

Kinerja sesuai
ekspektasi dan
potensial rendah

ekspekiasi dan

potensial rendah -

Kinerja di bawah ;

potensial rendah -

Kinerja di atas

ekspektasidan =

potensial
menengah

Kinerja sesuai

ekspektasi dan -

potensial

Kinerja di bawah
ekspektasi dan . -

potensial |
menengah -

'Kznexj;a di- a’cas"_:"-;:
“ekspektasidan
~potensial tinggi -

ekspektasidan

menengah o _'--potensmi tinggi

ijezja di: bawah' .

Kmexga sesuai

ekspektas:a dan i

RENDAH

MENENGAH

#GUBERNUR KALIMANTAN BARATH
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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR
TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

TAHUN 2022

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

REKOMENDASI TINDAK LANJUT MANAJEMEN TALENTA

. . i 1. Dipromosikan dan dipertahankan
Kinerja di atas ekspektasi . .
9 dan. potensial tinggi 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi
3. Penghargaan
1. Dipertahankan
3 Kinerja sesuai ekspektasi | 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi
dan potensial tinggi 3. Rotasi/Perluasan jabatan
4. Bimbingan Kinerja
1. Dipertahankan
7 Kinerja di atas ekspektasi |2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi
dan potensial menengah |3. Rotasi/Pengayaan jabatan
4. Tugas belajar
Kinerja di bawah 1. Penempatan yang sesuai
6 ekspektasi dan potensial |2. Bimbingan kinerja
tinggi 3. Konseling kinerja
S . . | 1. Penempatan vang sesuai
5| oot s skopeltasl 2. pimbingan kinen
p & 3. Pengembangan kompetensi
4 Kinerja di atas ekspektasi | 1. Rotasi
dan potensial rendah 2. Pengembangan kompetensi
s 1. Bimbingan kinerja
3| chopeltasi dan potensial |2 Konselng kinerja
mez?enﬁah po - {3. Pengembangan kompetensi
ks 4, Penempatan yang sesuai
— . . 1. Bimbingan kinerja
2 dKlnte at Ses;ﬁﬁiﬁ%ﬂ{m& 2. Pengembangan kompetensi
an potens 3. Penempatan yang sesuai
1 I%mgztdl .bgwaho tensial Diproses sesuai ketentuan peraturan
ger?gzh asi dan potensi perundang-undangan

vGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,Q
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